WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
TENTANG

PENUNJUKAN KETUA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN

Menimbang: a.

Mengingat:

—

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018
tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
menyebutkan Pengawas Pusat, pengawas provinsi, dan pengawas
kabupaten/kota berada pada institusi yang menyelenggarakan
urusan pangan di tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan,;

bahwa untuk melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan
Segar Asal Tumbuhan dan Mutu Pangan Segar Tumbuhan dan
Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kota
Banjarmasin perlu menunjuk Ketua Otoritas Kompeten
Keamanan Pangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Penunjukan Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Kota
Banjarmasin Tahun 2024;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonésia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 3821);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
sebagaimana telah diubah dengan; Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan:
KESATU:

KEDUA:

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5680);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Induksi Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6442);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan
Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);

10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
dari Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1243);

11.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Per'angkaF Daerah 21?2“;‘
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tal'{unN .
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomo

63);

MEMUTUSKAN:

jan dan Perikanan Kota
Dinas Ketahanan Pangan Pertanian
gg?l?la;nasin sebagai Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan

Banjarmasin Tahun 2024. _ .
Ilj{igaahsfgat:aimajna dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyal

tugaslaliggii?(iazepela;;nan penerbitan surat keterangan surat level
a. me

penerapan sanitasi higienis;



b. melaksanakan pengawasan terhadap mutu dan keamanan izin
edar pangan segar; dan
c. membentuk Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.
KETIGA: Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung

jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali
Kota.

KEEMPAT: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal <= “oret 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

—f—

IBNU SINA



